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ABSTRAK 

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER  

 

A. Nama     : Risman Muhammad 

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 211020918093 

C. Judul Tesis     : Tinjuan Yuridis Terhadap Implementasi Penundaan    

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam 

Pemenuhan Hak-Hak Kreditur (Studi Kasus Putusan 

PKPU Nomor 328/PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst)) 

D. Jumlah Halaman  : Halaman Pengantar 

E. Isi Abstrak    :  

 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum 
yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan 
restrukturisasi utang sekaligus melindungi hak-hak kreditur. Namun, dalam 
praktiknya, implementasi PKPU sering kali menimbulkan persoalan terkait 
efektivitas pemenuhan hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pelaksanaan PKPU dalam pemenuhan hak-hak kreditur serta mengkaji 
pertimbangan hukum hakim dalam Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. 
Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.) Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 
dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 
perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, yang selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif 
mekanisme PKPU telah menyediakan perlindungan hukum bagi kreditur melalui 
kewajiban transparansi debitur, partisipasi kreditur dalam proses pengambilan 
keputusan rencana perdamaian, serta pengawasan oleh pengadilan niaga. Akan 
tetapi, dalam perkara yang diteliti masih ditemukan kendala berupa lemahnya 
posisi tawar sebagian kreditur, keterbatasan akses informasi, dan rencana 
perdamaian yang belum mencerminkan asas proporsionalitas. Pertimbangan 
hakim yang menolak pengesahan perdamaian dinilai telah sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta prinsip kepastian dan 
perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PKPU 
belum sepenuhnya optimal dalam menjamin pemenuhan hak-hak kreditur, 
sehingga diperlukan penguatan pengawasan pengadilan dan peningkatan standar 
transparansi dalam proses PKPU. 

Kata Kunci: PKPU, Hak Kreditur, Kepailitan, Rencana Perdamaian, Pengadilan 
Niaga. 

F. Daftar Pustaka  : 17 (tujuh belas) Buku (1982-2024) 
G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M,H 
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A. Name    : Risman Muhammad 
B. Student IDE  : 211020918093 
C. Thesis Title   : Legal Review of the Implementation of the Suspension.      

of Debt Payment Obligations (PKPU) in Fulfilling Creditors' 
Rights (Case Study of PKPU Decision Number 
328/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)) 

D. Number of Pages : Introduction Page 
E. Abstract Content  : 
 
 
The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument intended 
to provide debtors with the opportunity to restructure their debts while protecting 
their rights. However, in practice, the implementation of PKPU often raises issues 
related to the effectiveness of fulfilling creditors' rights. This study aims to analyze 
the implementation of PKPU in fulfilling creditors' rights and examine the judge's 
legal considerations in the case study of PKPU Decision Number 328/Pdt. The 
research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, 
and case study approach. Data were obtained through a literature review of laws 
and regulations, legal literature, and court decisions, which were then analyzed 
qualitatively. The results indicate that, normatively, the PKPU mechanism provides 
legal protection for creditors through debtor transparency obligations, creditor 
participation in the decision-making process for the reconciliation plan, and 
supervision by the commercial court. However, in the case studied, obstacles were 
still identified, including the weak bargaining position of some creditors, limited 
access to information, and a reconciliation plan that did not reflect the principle of 
proportionality. The judge's considerations in rejecting the ratification of the 
reconciliation plan were deemed to be in accordance with the provisions of Law 
Number 37 of 2004 and the principles of legal certainty and protection. This study 
concludes that the implementation of the PKPU has not been fully optimal in 
ensuring the fulfillment of creditors' rights, necessitating strengthened court 
oversight and increased transparency standards in the PKPU process. 
 
 
Keywords: PKPU, Creditor Rights, Bankruptcy, Settlement Plan, Commercial 
Court. 
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